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ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK 
REKLAME DITINJAU DARI HUKUM KEPERDA T AAN 

(Studi Di Dinas Pertamanan Kola Medan) 

OLEH 
HELENA Br. SILITONGA 

NPM : 07 840 0094 
Bl DANG RUKUM K.EPERDA T AAN 

Pembahasan skripsi ini adalah tcntang akibat hukum yang dikcnakan 
kepada wajib pajak reklame dalam pelaksanaan pembayaran pajak reklame yang 
dimilikinya ditelaah dari Hukum Keperdataan dengan mengadakan penelitian di 
Dinas Pertamanan Kota Medan. Adapun yang merupakan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: bagaimanakah sistem pembayaran pajak reklame dilakukan, 
dan apakah wanprestasi dan akibat hukumnya dikenal dalam pajak reklame scna 
bagaimana kedudukan hutang pajak rcklame terhadap hutang wajib pajak dengan 
pihak ketiga. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian. 
Penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yajtu di Dinas 
Pertamanan Kota Medan dengan cara wawancara dengan pejabat yang berwcnang 
memberikan informasi di instansi tersebut. 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan wanprestasi tidak dikenal 
dalam Hukum Pajak termasuk Pajak Reklame, karena dalam hukum p11j11k tidak 
dikenal adanya kewajiban negara atas wajib pajak, dan timbulnya prestasi wajib 
pajak untuk membayar pajak adalah discbabkan oleh undang-undang bukan karena 
adanya perjanjian yang mana kesepakatannya wajib dilakukan secara berimbal 
balik oleh kedua belah pihak. Kedudukan hutang Pajak Reklame terhadap pihak 
ketiga dalam pelaksanaan penagihan hutang pajak kepada wajib pajak memiliki 
sifat didahulukan pembayarannya daripada kreditur-kreditur lainnya, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. Penclitian ini 
menyarankan Kepada orang pribadi yang merupakan subjek Pajak Reklame 
hcndaknya dapat menunaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, 
karena dana tcrscbut amat sangat dibutuhkan pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan tugas pcmbangunan dan mcnjalankan administrasi pemerintahan. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Pajak Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang­

Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Oaerah Dan Retribusi Daerah, 

menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak. adalah konlribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Dacrah bagi sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat. 

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana 

.ahli di bidang perpajakan. Saiah satunya yang dikatakan oleh PJA Adriani 

sebagaimana dikutip oleb Bohari yaitu: "Pajak adalah iuran pada negara yang 

dapat dipa.k.sakan yang terutang, wajib pajak membayamya menurut peraturan­

peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas pemerintah"1 

Salah satu jenis pajak daerab yang akan dibabas dalam penelitian ini 

adalab paja.k. reklame. Pajak reklame pada kajian ini adalah paja.k. rcklame yang 

diberlakukan di Kota Medan dan diatur dalam Peraturan Daerab Kota Medan 

1 Bobari, Pengantar Hu/cum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakana, 200 I, hal. 23. 
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Nomor: 2 Tahuo 2004 Tentang Pajak Rcklame. 

Pasal I angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Oaemh menjclaskan Pajak Reklame adalah pajak atas 

pcnyelenggaraan reklame. 

Membicarakan pajak dacrah khususnya Pajak reklame dan keterkaitannya 

dengan bidang keperdataan diburuhkan kehati-hatian, hal ini disebabkan masalah 

pajak lebih dekat kepada fungsi Hukum Tata Negara atau Ilukum Administrasi 

Negara. Tetapi meskipun demikian tetap ditemukan kaedah-kaedah keperdataan 

seperti terbitnya hutang pajak yang mengakibatkan wajib Pajak Reklnme harus 

melakukan prestasi mcmbayar pajak, penagihan dengan surat paksa, pcnyitaan, 

serta pencegahan dan penyanderaan. 

Kaedah-kaedah kcperdataan sebagaimana diterangkan di atas dalam 

kaitannya dengan pajak reklarne adalah sangat dilematikal. karena prestasi yang 

dilakukan oleh wajib pajak tidak secara berimbal balik. Artinya wajib pajak 

dikenakan hutang pajak bukan karena suatu perjanjian tetapi oleh karena undang­

undang. Jadi apabila seseorang dikenakan hutang pajak atas pajak rcklamenya 

maka sebab yang utama adalah undang-undang bukan perjanjian. Sehingga dalam 

keadaan ini ada prestasi dari wajib pajak tetapi prestasi tersebut tidak berimbal 

balik sebagaimana dalam suatu perjanjian. 

Hutang pajak tennasuk pajak reldame orang pribadi memiliki sifat 

privilige atau sifat didahulukan pembayarannya dari hutang-hutang lainnya. 
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Keistimewaan tersebut meletak.kan kcpentingan negara atas kepentingan golongan 

atau pribadi. Kenyataan yang demikian pada dasamya sangat merugikan pihak 

ketiga. Misalkan Bank memiliki piutang dengan seorang wajib pajak, dan tatkala 

wajib pajak tersebut tidak mcmiliki kemampuan untuk membayar hutangnya 

kepada Bank (wanprestasi) bescrtaan pula jatuhnya tagihan pajak reklame Maka 

dalam hal ini pibak bank yang memiliki il>aikad baik dalam perjanjian kredit 

tentunya barus terlindungi kepentingannya. meskipun negara pada prinsipnya juga 

sangat berkepentingan. Kenyataan ini memberikan suatu risiko hahwa hutang 

pajak tersebut juga harus fleksibel atas kepentingan swasta yang dilakukan dengan 

iktikad baik meskipun kcpentingan negara juga harus didahulukan. 

Suatu hal yang ditemukan dalarn penelitian awal bahwa pelaksanaan 

pembayaran pajak reklame di Kota Medan belum menunjukkan ha! yang positif. 

Hal ini ditandai dengan adanya pemberitaan bahwa Dinas Pertamanan Kota Medan 

sudah mengungkap selama periode 2006-2009 terdapat tunggakan pajak senilai Rp 

19.8 miliar, sehingga Dinas Pertamanan sendiri harus mcnunda sckitar 20 

pcnnohonan izin hingga tunggakan tersebut dibayarkan.2 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah "Akibat 

2 Bata"� '"Tungpkan Pajak Rcklame di Kota Medan 19,8 M", h11p:llwww.stlmrrlfitra.0tg. 
� tanggal JO Januari 201 I. 
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Hukum Dari Pelaksanaan Pembayaran Pajak Reklame Ditinjau Dari Hukum 

Keperdataan(Studi Dinas Pcrtamanan Kota Medan)". 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang lain dalam memahami judul yang 

diajukan, maka berikut ini akan dibcrikan pengertian atas judul yang dimaksudkan. 

- Akibat Hukum adalah akibat yang dibcrikan kepada seseorang atau suatu badan 

hukum akibat suatu peraturan perundang-undangan yang dibcrlakukan kepada 

dirinya 

Dari Pelaksanaan Pembayaran adalah suaru kewajiban yang dibcrikan kepada 

seseorang untuk melakukan pembayaran atas hutang-butangnya. 

Pajak Reklame menurut Pasal I angka 26 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerab adalah pajak atas penyclcnggaraan 

reklame. 

Sedangkan RekJame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bcntuk dan corak ragamnya untuk tujuan icomersial. dipergunakan untuk 

mempekenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, 

ataupun untuk menarik perhi1tian umum kepada suatu barang, jasa atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengaar dari suatu 

tempat oleb umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 3 

- Ditinjau Dari Hukum Keperdataan berarti ditelaah dari Hukum Keperdataan. 

' Pasal I 111glca 6 Petaturan Daenh Koca Medan Nomor : 2 Tal11m 2004 Tenwig Pajak 
Rdbme 
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Studi Dinas Pertamanan K ota Medan adalah lokasi penelitian dilakukan. 

Berdasarkan pengertian judul di alas maka pembahasan skripsi ini adalah 

tentang akibat hukum yang clikenakan kepada wajib pajak reklame dalam 

pelaksanaan pembayaran pajak reklame yang dimilikinya ditelaah dari Hukum 

Kcperdataan dengan mengadakan penelitian di Dinas Pertamanan Kota Medan. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Salah satu swnber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Schingga dalam 

pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang 

yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan 

pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat climaksimalkan penggunaannya 

untuk kepeotingan bersama. 

Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak 

sangat diharapkan dalam membayar pajak unruk meningkatkan semua sektor 

pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat kekas 

negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan 

prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya 

agar adil dan makmur. 

Peranan pajak sangat sangatlah penting bag.i pencrimaan kas negara oleh 

karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi 
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